
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1263, 2016 KEMENDIKBUD. SPM. Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2016 

TENTANG 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan pengelolaan 

pendidikan menengah telah berubah menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah provinsi; 

b. bahwa struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah diubah, sehingga fungsi yang berkaitan 

dengan penjaminan mutu pendidikan perlu disesuaikan; 

c. bahwa ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu 

pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sudah tidak 

sesuai dan perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4941); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR 

DAN MENENGAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat 

kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan 

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

2. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang 

sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan 

pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. 

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 

adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, 

kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala 

kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan 

menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, 

terencana dan berkelanjutan.  

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen 

adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan 

proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu 
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pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan 

dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin 

terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, 

adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, 

kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan 

fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan 

kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah.  

6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik 

adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya 

bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus 

diperbaharui secara online. 

7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya 

disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi 

dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam 

bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan 

teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan 

mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional 

pendidikan 

9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya 

disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang 

bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan 

mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. 

10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang 

selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi 

mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan 
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pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur 

formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

12. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang 

selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung tugas 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan 

kebudayaan. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.  

14. Kementerian adalah perangkat Pemerintahan yang 

membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan. 

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi, 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 

BAB II 

FUNGSI DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 

berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 

oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang 

bermutu.  

(2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 

bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan 

pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, 

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 

satuan pendidikan secara mandiri. 
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